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KEGIATAN :
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PEKER^IAAI{ :
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Antara
PTMIRIITTAII KABI'PATEIT PESISIR SEI.ATAT

Dengan
ITEDAT-A -SEtanr-arr

I[om.t>r : 4 UVl SARPRAS-DA?i. SD / sWKl Dplr,psi ZO 19
Tanggal : 2O Mei ZOL9

hari i,tri Senin tanggal Dua Pzthth bulsn ffei to,trrtn Dua F<ibu Sembitan Bela.s, Kaml gang
oda. tangan dl baipah iml :

JAFRI, S.Pd

Kuasa Peagguaa Aaggaraa Bidaog pembinaan sekolah Dasar
Tahun Aaggaran 2OL9
Jl. H. Agps Salirn - Painan

tk untuk dan atas narna pemerintah Republik Indonesia Cq.
berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir selatan Nomor

Pemerintah Kabupaten Pesisir
: 9AO / a3 / Kpts/BPT-PS/20 19

28 Januari 2O19 selanjutnya disebut pihak pertama.

: BAHARUDDIN, S. pd

: Xepala Sekolah SDN OZ Silaut

: Silaut

@ak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatanfuor :821/069/BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang seiarjurnya disebut pihak Kedua.

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian
an Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-

dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

fujajian Kerja



j'iomor

Tarqgal
kkerjaan

4 1 / Vi SARPRA*DAK. SDi SWK/ DPK.PS,/ 20 1 9
20 MEI2019

Ruang Kelas Banu SDN 07 Sflo::al

Peratrrran Presiden RI Nomor 16Tahtrn 2o7B te.ntang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tanggal 31
Desember 2018 tentaag Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2Ol9
menentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh
Panitia Pembanguna-n Sekolah secara swakelola yang di'r.etapkaii oleh Kepala
Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral mana.iemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikaa dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2O19 tanggal 18 Januari 2O19 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2OLg.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebuda)'aan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2OL9,

ini menyalakal teiah setuju dal sepatcat untuk mengikat tiiri <iaiam suatu Perjanjian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Angga.ran 2O19 dengan ketentuan-

an dan syarat-syarat seperti dalarn pasal-pasal di bawah ini :

. aas.a! I
TUJUAIT PERJAITJIAI{

Perjaajian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Pembangulan Ruang Kelas Baru
Kecamatan Silaut

Kedua bersedia meiaksanai<an pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum daiam
terhadap penggunaan dana yang diterima.& Gambar serta bertanggungiawab penuh

Pasal 2
SUMBER DANA

dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Aiokasi Khusus Biriang Pendidikan Tahun Anggaran

' Pasal 3
NILAI PEKERJAAN

h nilai pekerjaan te,rsehttt rlalam pe4anjian ini arlalah sehesar Rp.16O.ooO-OOO,OO {Se-ratus Enam
Juta Rupiah) yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1 .O 1. 1.01 .O 1.01.0 1 . 16. 10O tanegal 31

2018.

l.

2.

3.

4.

krianjian Kerja



Nomor

Tanggal

Pelcerjaan

4 i / v/ SARPRAS-DAK-SD{ S$liV DPK-ps/ zo t g

20 MDI2019

Ruang KeLas Baru SDN 07 Sila;:u/,

Pasal 4
PRINSIP PEXERJAAI'

dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
asas transparansi dan akuntabilitas,

aan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
i kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasii't<an,

Pasal 5
PENGANIASAN & PTMERIKSAAN

Untuk meiakukan pengentiaiian pekerjaan yang terciiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan
atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara teftulis kepada pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segaia petunjuk (dalam hai teknisi cian atau perintah Direksi
?ekerjaan/ Pihak Pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasii peke{aan yang tidak sesuai
- 
dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan

' 4laupun ketentuan teknis.

Pasa1 6
JANGI(A WAKTU PELAKSANAAN

r waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasat 1 perjanjian ini ditetapkan selama 12O (

s Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019
ng PihaJ< Kedua.

Pasal 7
CARA PEI'TYALURAN DANA

turan penyaJuran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 sebagai berikut :

Tahap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pelaksana swai<elola telah siap untuk melaksanakan pekedaan swakelola,

Tahap ll: 45%o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pekerjaiur teiah rncncapai bobot 2s?6 (Dua puiuh 1ima perseratusi,

' Tahap iII : 3o% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana srvakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),

FEqanjian Kerja
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20 MEI2019
Pembangurtan ktang Kela^s Boru SDN O7 Silaut

pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Rekening : DAIi sDN 07 Silaut

: 19O1.O210.06122-1

: Bank Nagari Capem Silaut

Rekening

D---t o

PEKERJAAI{ ffii^" I(T,RANG

Penyimpangan-penyimpangan sefta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
Piha& Pert-a::irf.-d-engan men;rebr:-tk-an jenis darr perincia-n peke4aai seiara-jelas.

Adanya pekedaan tambah kurang tidak dapat dipakai ssfagai alasan untuk merubah waktupelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan lertulis pihak pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawah atas se-gala ke-rugian Pihak per-tama setra.gai akibat
perbuatan orang - orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PEI"APORAII

Pihak keciua w4jib membuat iaporan secara berkaia mengenai peiaksanaan pekerjaan 1kemajuan peke{aan kepada pihak pertama.

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah
disetujui oleh Pihak pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan
Pihak kedua wajib membuat dan men-verahkan kepada Pihak pertama foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pihak Kedua kepadaPihak Pertama selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari kalender terhitung saat selesainyapelaksanaan pekerj'aan, dilampiri antara.lain :

Berita Aca-ra Serah Terima,

.:Yu" pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
Ialnnya,

Bukti setoran pajak,

Buktl tel.-nis lainn;ra

Nomor

Tanggal

Pelcerjaan

Bank

ffis:: I..=ae



Nomor

Tanggal
Pelcerjaan
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Pasal 1O
SANKSI

i- Jika daiam pelaksanaan pekedaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diiuar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

2- Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau tedadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pihak
Pertama secara sepihak dapat memutu skan/ menghentikan pekerlaan tersebut.

3- Pemutusan/penghentizn s6fuagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
KeduaTpenerima bantuan wqiib mengembaiikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 11
PA"'AI(

i- Pqiak yang timbui ai<ibat dari pelaksa.naan kegiatan/pekerjaan rvajib <iipungut dan
disetorkan ke Negaraoleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakanyangberlaku di
Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
F.ORCE Nf,AJEURE

1- Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang
sedang berjalan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dad pihak Kedua
seperti bencana alam, epidemik, peperangarr, pemogokan, sabotase,
pemberon takan / demonstrasi.

Z- Apabiia tedadi iorce mqjeure maka Pihak Kedua segera memberitahui<an kepatia pihak
Pertama seca-ra tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force mqjeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang.

i- Berdasarkan pemberitahuan tertuiis dari Pihak Ketiua sebagaimana yang dimaksuri ciaiarn
ayat. (2) maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kqjian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.

ApaLrila pcrrrruirorran tcrtulis d.ini [liirak Kcdua'rer.ttar:g force rnajcurc ditcrirna/diselujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batat.



KelasBaruSDNOT Stlad

Pasal 13
PTIYUTUP

lkien $u161 Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada
'lm tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 {deiapan), 4 (empat)

diantaranya berrnaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
r hukum yang sama.

Ilomor
Tanggal

Pelcerjaan

DiLetahui Olch,
Kepala Dlnae Pendldttan dan

Kebudayaaa
I(abupaten Peslslr Selatan

H. ZULNItr'LI.S.Pd.M.Pd
NrP. 19630730 198703 1 003
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PIIIAI( NIDUA,

ADil O7 Stlaut

19740101 199912 1001

Painan, ranggal tersebut di atas

PIIIAK PERTAMA,

Kuasa Peagguaa Anggaran

v4,
JAtrRI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 1 001


